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sy Februari 2020 tentang izin pelaksanaan KST] terdiri dari sejumlah organisasi dan
LOkaSI Blsa UntUk perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi lembaga di antaranya Walhi Jakarta, LBH
Menanam Mangrove seluas 35 hektar dan Taman Impian Jaya Jakarta, Solidaritas Perempuan, KIARA,

JAKARTA - Koalisi Selamatkan Teluk Ja-
karta (KST]) menyarankan kepada Pemprov
DKI Jakarta untuk menanam mangrove di
lokasi reklamasi Ancol. Khususnya pada
area yang sudah terlanjur ditimbun.

““Hasil penimbunan tanah dari pengeru-
kan sedimentasi sebaiknya digunakan untuk
penanaman mangrove dan perbaikan eko-
sistem mitigasi bencana lainnya,” ujar Ekse-
kutif Daerah Walhi Jakarta Bagus dalam ket-
erangan pers di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Bagus menjelaskan, DKI Jakarta terutama
di wilayah Jakarta Utara sebagai wilayah
pesisir terancam tenggelam oleh karena
penurunan muka tanah dan kenaikan air
Tuwe JHex papldamnens W soms dilakukan,
maka Pemprov DKI tidak melakukan strate-
gi mitigasi bencana pesisir,

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan mengeluarkan Keputu-
san Gubernur No. 237/2020 tertanggal 24

Ancol Timur seluas 120 hektar sebagai up-
aya melindungi warga Jakarta dari banjir.

[zin tersebut, sudah termasuk ke dalam
proyek perluasan wilayah Ancol seluas seki-
tar 20 hektar yang sudah dilakukan saat ini.

Koalisi juga mengklaim, penerbitan
izin tersebut kembali menunjukkan bah-
wa Anies melanggar janji kampanye saat
Pilkada 2017 lalu yakni membatalkan rekla-
masi di teluk Jakarta. Dalam kampanye,
Anies jelas menyatakan alasannya menolak
reklamasi karena merugikan nelayan dan
merusak lingkungan.

“Koalisi menuntut Gubernur DKI Jakar-
ta untuk segera menghentikan reklamasi
Ancol dengan segera mencabut Kepgub
2372020, Realici juga sneiinta Aniss untuk
konsisten dengan janji politiknya dengan
tidak melakukan reklamasi di teluk Jakarta
dengan dalih apapun dan berkomitmen
terhadap pemulihan lingkungan hidup di
teluk Jakarta," tegas Bagus.

DUGAAN PELANGGARAN

ICEL, RUJAK, Perkumpulan MARE dan KNT
Muara Angke.

Koalisi juga menyebutkan, sedikitnya ada
empat dugaan pelanggaran oleh Pemprov
DKI Jakarta saat mengeluarkan izin perlu-
asan kawasan Ancol yang diklaim sebagai
reklamasi di utara Jakarta itu.

Bagus menyatakan, koalisi telah melaku-
kan upaya gugatan terhadap reklamasi
Pulau I dan Pulau K atas dasar tergang-
gunya wilayah nelayan karena kawasan
tersebut adalah satu kesatuan ekosistem
teluk Jakarta,

“Sudah berkali-kali disampaikan bahwa
reklamasi di teluk Jakarta akan menghi-
langkan wilayah tangkap nelayan tra-
dislonal yang dapat berujung pengurangan
pendapatan atau bahkan hilangnya mata
pencaharian. Berbagai penelitian juga tel-
ah banyak menunjukkan dampak buruk
reklamasi bagi ekosistem teluk Jakarta,”
kata Bagus. (ibl/net)

REKLAMASI ANCOL (VERSI KT)) §

Pemprov DKi berupaya mengelabui publik dengan menerbitkon izin secora diam-diam pada Februari

2020, Pemerintah menyatokan proyek itu bukan reklomasi, Jika merujuk pada ketentuan UU No. 27/2607
Jo UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulou-Pulau Kecil, perluasan wilayoh Ancal
dengan mengonversi wilayah laut pesisir menjadi daratan, merupakan reklamasi.

Pemprov DKl sengaja melanggar ketentuan UL Pesisir dan Pulau Kecil dan juga Peraturan Presiden
No. 12272012 tentang Reklomasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemprov tidak

memasukkannya sebagai dasar hukurn penerbitan izin tidlarm bagian menimbang: Melanggar
ketentuan reklamasi karena tidok didasarkan pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Penerbitan izin diduga kuat tidok memenuhi syarat administras formil maupun
~substansial terhadop perlindungan dan pengeloloan lingkungan Beberapa
kewajiban persyaratan yang diatur seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungon, Surat Kelayakan Lingkungan
Hidhup dan Izin Lingkungan ataupun rencana induk rektamasi harus
dipenuhisebelum penerbitan izin pelaksanaan tersebut terbit
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